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Saat ini kebutuhan partai politik terhadap uang menjadi tak terhindarkan, 
bahkan uang mempengaruhi kompetisi politik mengingat keuangan partai politik 
merupakan sumber daya utama bagi politisi yang ingin memenangkan kekuasaan 
atau untuk bertahan sebagai penguasa. Absennya pengaturan pengawasan keuangan 
partai politik menimbulkan problematika dalam mewujudkan Pemilu jujur dan adil. 
Akibatnya partai politik cenderung memperhatikan kepentingan penyumbang 
daripada kepentingan anggota atau rakyat dalam mengambil keputusan atau 
kebijakan. Maka dari itu, penulis akan membahas dua rumusan masalah sebagai 
berikut: Apa Urgensi Perlunya Memperluas Kewenangan Bawaslu Dalam 
Pengawasan Keuangan Partai Politik dan Bagaimana Rekonstruksi Kewenangan 
Bawaslu Dalam Pengawasan Keuangan Partai Politik. Adapun metode penelitian 
dalam tulisan ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (normatif 
legal research), yang dikaji dengan menggunakan 3 (tiga) metode yakni : 
pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual 
approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Serta sumber 
bahan yang digunakan yaitu sumber bahan primer dan sekunder. Urgensi perluasan 
kewenangan Bawaslu didasarkan atas Penerimaan pendanaan partai politik yang 
dilakukan dengan merekayasa laporan keuangan partai politik yang bersifat fiktif, 
pengeluaran keuangan partai politik yang tidak transparan dan akuntabel serta 
rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan audit keuangan. Sedangkan hal-hal yang 
perlu direkonstruksi dalam kewenangan Bawaslu terhadap pengawasan keuangan 
partai politik berupa penindakan, dan pemberian sanksi terhadap partai politik. 
Untuk mencapai konstruksi ideal, dilakukan dengan dua tahap yakni: Pertama, 
untuk jangka pendek melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pemilu, 
membentuk perbawaslu pengawasan keuangan partai politik, dan meningkatkan 
pendanaan Bawaslu. Kedua, untuk jangka panjang mempertegas kedudukan 
Bawaslu dalam UUD melalui amandemen ke V UUD.  
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At present the political party's need for money becomes unavoidable, even 
money that influences political competition considering the political party's 
finances is the main resource for politicians who want to win leadership or survive 
as rulers. The absence of regulating the supervision of political parties creates 
problems in realizing honest and fair elections. Political Party Policy Therefore, the 
author will discuss the following two problem formulations: What is the Urgency 
of the Need to Expand the Authority of the Election Supervisory Body in Financial 
Supervision of Political Parties and How the Reconstruction of the Authority of 
Bawaslu in Supervising Financial Politics. The research method in this paper is to 
use a type of normative juridical research (normative legal research), which is 
examined by using 3 (three) methods, namely: studying the law (law approach), 
conceptual searching (conceptual approach) and using comparative (comparative 
approach)). The source of the material used is the source of primary and secondary 
materials. Excessive urgency of the authority of the Bawaslu is approved for the 
acceptance of political parties by manipulating the financial statements of fictitious 
political parties, non-transparent and accountable political party finances and low 
budgets, financial financial reforms are needed. While the things that need to be 
reconstructed within the authority of the Bawaslu against the supervision of 
political party finances consist of prosecution, and sanctions against political 
parties. To achieve the ideal construction, carried out with two hands, namely: First, 
for the short term to revise the Election Law, regulate the supervision of the 
financial supervision of political parties, and improve the Election Supervisory 
Body. Secondly, in the long run it is to emphasize the position of Bawaslu in the 
Constitution through an amendment to the V Constitution. 
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